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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance sebagai wujud dari penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan mengatur hubungan, fungsi dan
kepentingan para pihak dalam urusan pelayanan publik. Prinsip good
governance sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang
baik. Berawal dari arti good governance maka perlu penyediaan
informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (performance)
sektor publik yang sangat penting dalam  memberikan
pertanggungjawaban segala aktivitas bagi semua pihak yang
berkepentingan. Oleh karenanya, penyelenggaraan prinsip good
governance di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004
tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi
mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat
merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik.

Menurut Robinson dalam (Harun, 2009:45) bahwa pentingnya
pengukuran sektor publik yang mencakup 3 (tiga) pengukuran yakni: a).
Sebagai fasilitas pembelajaran dalam perbaikan layanan, b). Sebagai
pembelajaran memperbaiki praktek manajemen, dan c) Sebagai alat
pelaporan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas kinerja
merupakan sebuah kunci terwujudnya good governance dalam

pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik



diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang
menentukan penilaian keberhasilan organisasi publik dalam pencapaian
tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi item yang ada dalam dasar
hukum ataupun aturan organisasi, karenanya organisasi diwajibkan
secara hukum memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja
yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan
mengefektitkan dan mengefisiensikan hasil dari proses organisasi yakni
perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan
jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik
(Bastian, 2010:36).

Akuntabilitas mencakup pemberian informasi keuangan pada
masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan mereka
menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh program/aktivitas
yang dilakukan, tidak hanya pada aktivitas finansialnya namun juga
menekankan bahwa pertanggungjawaban pemerintah harus bisa
memberi informasiyang dibutuhkan para pengguna dalam pembuatan
keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam hal akuntabilitas tersebut,
pemerintah perlu memperhatikan hal seperti anggaran, pengendalian
akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.
Akuntabilitas publik artinya pemberian informasi atas kegiatan dan
kinerja finansial pemerintah pada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku

pemberi informasi untuk memenuhi hak- hak publik.



Terkait dengan masalah akuntabilitas, penyerahan laporan hasil
evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun
budaya kinerja pada lingkup instansi pemerintah. Budaya secara
konsisten harus diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang
menekankan pada pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberi hasil
yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik langsung maupun tidak
langsung.

Seperti halnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan penguatan
akuntabilitas kinerja terhadap setiap instansi pemerintah. Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas
kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah didalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan  ataupun kegagalan
pelaksanaan kegiatan ataupun program yang telah diamanatkan oleh
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dari
organisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
yaitu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi



pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. Selain itu, instansi pemerintah dengan nilai SAKIP
yang baik akan mendapatkan tambahan anggaran dalam bentuk dana
insentif daerah (DID) serta menjadi syarat dalam mewujudkan wilayah
bebas korupsi (WBK) pada instansi pemerintah.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) oleh seluruh instansi pemerintah tidak boleh hanya dipandang
sebagai kewajiban. Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai
kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Daerah
seharusnya mengerjakan SAKIP karena kebutuhan, dan Pemerintaah
Daerah membutuhkan AKIP untuk menyempurnakan kinerjanya. SAKIP
adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk
memastikansetiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan
manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka
gunakan

Berbagai regulasi baru terkait SAKIP dasarkan Inpres No. 7
Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaran
pemerintahan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi
dari berbagai aktivitas mulai dari sistem pengumpulan data, sistem

pengukuran dan sistem pelaporan kinerja untuk



mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk
meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dapat berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja
pemerintah, selain itu penerapan SAKIP juga berdampak pada
penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja. Sehubungan dengan
hal tersebut Kementerian PANRB mengupdate regulasi yaitu Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja dan PermenpanRB
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Kementerian PAN-RB memetakan instansi pemerintah menjadi
tujuh kategori, yaitu:

Tabel 1
Kategori penilaian sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

No Kategori Range Keterangan
1 AA 90 -100 Me?t?g:llzan
2 A 80 - 90 Memuaskan
3 BB 70 -80 Sangat Baik
4 B 60 —-70 Baik
5 CC 50 - 60 Cukup
6 C 30 -50 Kurang
7 D 0-30 Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021



Beberapa fenomena permasalahan yang timbul seiring dengan
diimplementasikannya SAKIP antara lain adanya paradigma yang keliru
dari aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program
dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan
anggaran, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang dianggap sebagai formalitas dan rendahnya
kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengukuran kinerja
pemerintah yang dilaporkan pada LAKIP, sehingga hal inilah yang
kemudian mengakibatkan sulithya menyusun LAKIP.

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah adalah
adanya pemikiran aparatur bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan tupoksi hanya bertumpu pada kemampuan instansi
menyerap anggaran yang teralokasi, yaitu keberhasilan hanya
ditekankan pada aspek input tanpa melihat output atau dampak yang
bisa jadi jauh dari standar (BPKP, 2000:6). Padahal untuk bisa
mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi seluruh
kegiatan organisasi harus bisa diukur dan indikator pengukurannya tidak
hanya pada aspek input namun output atau manfaat dari kegiatan atau
program tersebut.

Reviu LAKIP pada setiap SKPD ini sangat penting dilakukan
untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian dan ketepatan dalam
penyusunan LAKIP dengan pedoman yang berlaku. Ketidaksesuaian
dan ketidaktepatan penyusunan LAKIP pada pedoman yang diterbitkan

oleh LAN tentunya akan berdampak pada akuntabilitas kinerja



pemerintah daerah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
periodik.

Sebuah penelitian Nurkhamid (2008:9) menemukan bahwa
permasalahan sistem akuntabilitas kinerja muncul dalam tahap
pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan hasil
implementasi pengukuran kinerja. Penelitian lain, Wijaya dan Akbar
(2013:14) menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap sistem
pengukuran kinerja di Indonesia adalah informasi dan external pressure.

Adanya berbagai regulasi baru terkait SAKIP maupun Reformasi
Birokrasi membuat pemerintah daerah harus lebih aktif meningkatkan
akuntabilitas hal ini sejalan dengan amanat Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa perbaikan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah merupakan aksi nyata dari program revolusi
mental. Hal ini dikarenakan peningkatan akuntabilitas tersebut menjadi
cerminan pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap
manfaat yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Barru dalam 5 tahun terakhir masih
menunjukkan kurang optimalnya kinerja dilihat dari Laporan Hasil
Evaluasiatas Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah selama
tahun 2019, 2020 dan 2021 masih mendapat penilaian kurang baik yakni

berada pada kategori CC dengan interpretasi cukup meskipun



mengalami peningkatan tiap tahunnya tapi belum signifikan. Sehingga
perlu perbaikan dan salah satu point kelemahan beradasarkan hasil
evaluasi tersebut adalah pelaporan kinerja belum memberikan informasi
mengenai analisis serta faktor pencapaian kinerja maupun penghambat
keberhasilan kinerja.

Gambar 1

Perkembangan Nilai akuntabilitas Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020
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Sumber : Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian PAN RB

Laporan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
umumnya masih fokus pada uraian pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran. Sehingga laporan Kkinerja belum optimal
memberikan umpan balik dalam mendorong kinerja pada tahun
berikutnya hal ini berarti bahwa laporan yang disampaikan belum
sepenuhnya memenuhi unsur yang yang diamanahkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah. Dalam regulasi tersebut terdapat juga klausul yang
menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat memperluas

praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan



menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme
penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Meskipun pelaporan kinerja hanya merupakan bagian kecil dari
penyelenggaraan SAKIP namun dari dokumen LAKIP serta data atau
dokumen pendukungnya, evaluator memperoleh informasi tentang
bagaimana penyelenggaraan SAKIP di suatu instansi pemerintah.
Adanya perbaikan dari sisi pelaporan kinerja dalam hal ini LAKIP
diharapkan dapat mendongkrak nilai SAKIP sebab LAKIP merupakan
dokumen penyajian informasi implementasi sakip yang dibutuhkan
evaluator AKIP untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP
Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kajian empiris dan fakta yang ada, peneliti tertarik
mengkaji dan mengeksplorasi lebih jauh permasalahan yang ada dengan
mengangkat judul “Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
dalam Implementasi SAKIP Pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Barru”

. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang bahwa
laporan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
Kabupaten Barru mendapat penilaian yang kurang baik yaitu kategori CC
dan salah satu permasalahan implementasi SAKIP adalah paradigma
yang keliru aparatur pemerintah bahwa keberhasilan ataupun kegagalan

sebuah program dan kegiatan hanya berdasarkan pada penyerapan
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anggaran sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP sehingga penyusunan
LAKIP yang dianggap formalitas dengan kualitas substansi yang rendah.
Atas dasar rumusan masalah tersebut maka diajukan pertanyaan
penelitian sebagai berikut: bagaimanakah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dalam Implementasi SAKIP Pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Barru ?

. Tujuan
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menggali permasalahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dalam Implementasi SAKIP
2. Memberikan alternative solusi dalam mengatasi permasalahan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perhubungan Kabupaten Barru dalam Implementasi SAKIP.

. Manfaat
Manfaat penelitian ini dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori
sebagai berikut.
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan
iimu pengetahuan khususnya dalam kajian Policy Brief sehingga
menjadi sumber acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin

meneliti tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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(SAKIP) khususnya terkait akuntabilitas kinerja instasi pemerintah
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.

. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan serta
pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dalam
mengoptimalkan pelaporan kinerja (laporan akuntabilitas kinerja

instasi pemerintah) dalamupaya peningkatan nilai SAKIP.
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